PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR S4TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA JABATAN STRUKTURAL
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang . a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, agar pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Rokan Hulu lebih berdaya guna dan berhasil
. guna, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Dan Tata Kerja
Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu;

b. hahwa berdasarkan pertimbangan p.:ia huruf a di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bup.:: Rokan Hulu Tentang
Jraian Tugas Jabatan Struktural pa:i: i3adan Pamberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Mengingat : *. Undang-undang Republik Indonesia Nomc: 8 Tahun 1974
tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Le abaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan

Lembarar i =ara Republik Indonesia Ncmor 3894);

2. Undas “ Republik - smesia No.nor 53 Tahun 1999
G ST spaten  Pelalawan, Kabupaten
AGkait Hulu, Kavupaic: wokan  Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natura | Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (L¢. - ran Negara Republik
‘ndonesia Tahun 1999 Nomor . Tam iahan Lembaran
+agara Nomor 3902), sebagaimea : telah _'ubah beberapa
“i terakhir dengan Undang-Ur ag Re .blik Indonesia
wamor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahum 1999
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4880) ; :



:.. 3. Undang - Undang Republik indonesia Nomor 32 Tahun 2004
. - tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
. Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
;. © Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah

.~ diubah terakhir dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008
* - - tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun.2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil;

v6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

" Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah  Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

@ 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerabh;

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-268 Tahun
2011 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan
Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 20 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan
Hulu;

12.Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun
2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan
Hulu.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN TATA

KERJA JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN
DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

4.
5.
6

o N

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebaga| unsur
penyelenggara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;

Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu,

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dalam
penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretaris
DPRD, Dinas Daerah, Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;,
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonoml daerah Pemerintah Kabupaten
Rokan Hulu;

Badan Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi daerah Kabupaten Rokan Hulu;
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan
Pemberdayaan Masyarakar dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu
yang selanjutnya disingkat dengan BPMPD;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa;

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan adalah unsur pelaksana Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Rokan Hulu
yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu
yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa
kecamatan;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga fungsional yang melaksanakan
sebagian tugas pemerinatah daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
daerah.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan Organisai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
terdiri dari :

Se@meooTD

Kepala Badan;

Sekretariat;

Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;,
Bidang Usaha Ekonomi Desa;

Bidang keuangan dan Aset Desa;
Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).



(2) Sekretariat terdiri. dari :

a. Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :

a. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat; dan
b. Suk Bidang Partisipasi dan Swadaya Masyarakat.

(4) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri dari :

a. Sub Bidang Bina Administrasi dan Aparatur; dan
b. Sub Bidang Penataan Desa dan Kelurahan.

(5) Bidang Usaha Ekonomi Desa terdiri dari :

a. Sub Bidang pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Pedesaan; dan
b. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Pedesaan.

(6) Bida‘ng Keuangan dan Aset Desa terdiri dari

a. Sub Bidang Bina Tata Usaha Keuanagan Desa; dan
b. Sub Bidang Bina Pendapatan Aset Desa.

BAB Ill
URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal3

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh

(2)

seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran,
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi,
serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan desa di Bidang
pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan azas ekonomi
dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai

uraian tugas :

a. Perumusan kebijaksanaan kebijakan agar tepat sasaran;

b. Pengkoondisian penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa;

c. Pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan mengarahkan serta melaporkan
pelaksanaan urusan pemerintah daerah di Bidang pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

e. Pelaksanaan kebijakan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa;

f. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan dan pembinaan
pemberdayaan masyarakat dan tata laksana pemerintahan desa; T

g. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa;



(1

(2)

Menyusun  kebijakan operasional pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa;

Melaksanakan pengawasan dan monitoring serta pengendalian dan
ketatalaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa,;
Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan peralatan
organisasi badan;

Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait serta lembaga-lembaga
masyarakat;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesual
dengan bidang tugasnya; dan

Melakukan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menilai,
mengatur mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesektariatan,
meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
serta pengelolaan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai uraian tugas :

a.

b.
c.

o

—xT T @

2

Penyusunan program teknis administrasi kepegawaian, administrasi

keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;

Penyelenggaraan program administrasi umum;

Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan sub bagian;

Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;

Memberi petunjuk membagi tugas dan membimbing bawahan agar

pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;

Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas

bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;

Melaksanakan pengelolaan administrasi umum,

Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,;

Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan;

Melaksanakan pengelolaan administrasi program;

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

Merencanakan Penyusunan kebutuhan barang dan alat perlengkapan

kantor;

Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, arsip dan dokumen lainya;

Melaksanakan kebersihan lingkungan kantor dan bertanggungjawab atas
" keamanan kantor;

Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih,

budaya kerja dan budaya tertib;

Mempersipkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersipkan surat

perintah tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas;

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;

Memelihara, merawat, menjaga dan mengawasi inventaris kantor;

Menyampaikan sasaran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dengan ketentuan yang berlaku;

Memerikasa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan

dan membuat laporan pelaksanaan tugas,



v. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang
telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
w. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku
- penilaian sebagai vahan pertimbagan dalam pembuatan DP3 bawahan; dan
Xx. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf Kesatu
Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian

Pasal 5

(1) Sub bagian Administrasi dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dibidang administrasi dan
kepegawaian.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai dengan disposisi atasan;

b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar
pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib,

c. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian;

d. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan sesuai dengan sub
bidangnya; '

e. Menyusun rencana kerja sub bagian dengan mempedomani rencana kerja
tahunan dan petunjuk atasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sub
bagian;

f. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi, isi surat
masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas tugas;

g. Menggandakan, menomori, dan mendistribusikan surat masuk dan surat
keluar;

h. Memeriksa meneliti dan mengarsipkan surat masuk dan surat keluar,

i. Melaksanakan kebersihan lingkunagan kantor dan bertanggung jawab atas
keamanan kantor;

j. Merencanakan usulan kebutuhan alat tulis kantor dan kebutuhan barang

. lainnya;
@M k. Memerikasa , mengecek, mengoreksi, mengontrol dan merencanakan
kegiatan pelaksanaan tugas;

I.  Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah
dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; o

m. Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian, berupa
kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk
menyelesaikan administrasi kepegawaian;

n. Membuat konsep dan mengetik daftar untuk kepangkatan kepegawaian
dengan mempedomani data yang ada untuk disampaikan kepada Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Rokan Hulu;

o. Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan
informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas luar, sakit
pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan dan daftar hadir
yang ada sebagai bahan laporan pada atasan;

p. Melakukan konsultasi dengan atasan atau intansi terkait terhadap masalah-
masalah yang bersifat insidentil dibidang kepegawaian serta membuat konsep
surat bersifat insidentil dengan berpedomani masalah yang ada dan petunjuk

- atasan untuk mempersiapkan naskah dinas yang diperlukan untuk mendapat
pedoman penyelesaian tugas;



. Mengatur administrasi tugas-tugas yang berkaitan dengan pembinaan

kedudukan hukum pegawai, bimbingan dan penyuluhan pegawai, pembinaan
disiplin, penyelesaian administrasi kepegawaian;

Mengumpulkan, mengolah dan mensitemasi data Pegawai Negeri Sipil,
mengatur pencatatan segala bentuk mutasi kepegawaian dalam kartu induk
dan buku induk Pegawai Negeri Sipil;

Menyelesaikan administrasi permohonan pensiun pegawai yang akan batas
usia pensiun dengan cara mempedomani ketentuan yang ada untuk
memproses pegawai yang bersangkutan;

Menginventarisasi pegawai yang mengusulkan yang akan mengikuti pelatihan
penjenjangan Diklatpin IV, lll, Il dan Diklat Teknis Fungsional serta Pendidikan
Formal dengan cara menyampaikan surat edaran sebagai bahan persiapan
test; h
Menginventarisasikan nama-nama pegawai yang akan memperoleh
penghargaan dan tanda jasa dengan cara meneliti perlengkapan persyaratan
pemberian tanda jasa dengan cara membaca kelengkapan persyaratan yang
diajukan untuk menilai layak atau tidaknya PNS yang bersangkutan mendapat
penghargaan dan tanda jasa;

Membuat konsep surat usulan struktur susunan organisasi tata kerja badan,
Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai
bahan penilaian DP-3 bawahan;

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan
kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Melakukan tugas lain yang diberikan sekretaris baik secara tertulis maupun
lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
sekretaris; dan

Melaporkan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan melaksanakan
tugas di lingkungan kepegawaian.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pekerjaan dan kegiatan administrasi
keuangan dan perlengkapan .

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas :

a.
b.

C.

Menyusun rencana kerja sub bagian dan membagi tugas serta memberi
petunjuk dan arahan kepada bawahan;

Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi isi surat
masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas;
Merencanakan kegiatan sub bagian keuangan dengan perlengkapan dengan
berdasarkan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,
Memerikasa, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan
dilingkungan sub bagian keuangan dan perlengkapan guna penyempurnaan
lebih lanjut;

Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari masing-
masing bidang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja perangkat Daerah
(SKPD) untuk diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Aset (DPPKA) Kabupaten Rokan Hulu;



ac.

ad.
ae.

af.

ag.
ah.

Membuat konsep Surat Pencairan Dana (SPD) kegiatan rutin dan bidang-
bidang PPTK dalam rangka pengajuan Surat Pencairan Dana (SPD) ke
Bendahara Umum Daerah;

Meneliti konsep SPD, mencatat SPD dan membuat laporan bulanan SPD
yang telah diterbitkan;

Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin;
Memeriksa (verifikasi) SPP kegiatan rutin dan bidang-bidang;

Meneliti SPP-LS, SPP-UP, SPP-TU, gaji dan tunjangan PNS lainnya yang
disampaikan bendaharawan Pengeluaran;

Menelitimembuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diterbitkan
pengguna anggaran; )
Mengajukan SPM yang telah dibuat kepada Bendaharawan Umum Daerah
dan mencatat SP2D yang telah diterbitkan;

Meneliti, mengawasi, dan mengurusi pelaksanaan Pembukuan Penerima dan
pengeluaran belanja SKPD;

Melakukan pemantauan pelaksanaan Anggaran Rutin, meneliti konsep
penyusunan anggaran rutin dan membahas anggaran rutin;

Mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran dan
pembianaan bendahrawan yang ditunjuk;

Meneliti dan menandatangani pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
Melaksanakan pembuatan neraca dan arus kas dalam melaksanakan
akuntansi SKPD serta membuat jurnal;

Membuat konsep perhltungan pembuatan gaji pegawai, honorarium dan
beban kerja;

Membuat daftar permintaan gaji pegawai, melakukan urusan pembayaran
gaji, membuat permintaan gaji pokok, rapel dan honorarium;

Membuat usulan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji
bagi pegawai untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah;
Memenuhi permintaan gaji berkala;

Melakukan wajib pungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku;

Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi anggaran SKPD;
Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan)
Menyiapkan laporan keuangan untuk LAKIP;

Mengoreksi laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan tentang
keuangan;

. Melakukan konsultasi dengan atau instansi terkait terhadap masalah-masalah

yang bersifat insidentil dibidang keuangan untuk mendapatakan pedoman

penyelesaian tugas;
. Menghimpun dan menyipkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan

Akuntabilitas kinerja triwulan, semester dan tahunan dibidang perlengkapan;
Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan
penyusunan, perumusan kebijakan program kerja dan kegiatan dibagian
perlengkapan;

Membuat administrsi inventaris asset SKPD,;

Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal dilingkup Badan
pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam kelancaran
pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan;

Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi catatan penilaian sebagai bahan
penilaian DP-3 bawahan;

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris; dan
Melaporkan dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam melaksanakan
tugas di lingkungan sub bagian keuangan dan perlengkapan.



Paragraf Ketiga
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan pelaporan

Pasal 7

(1) Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam hal melaksanakan
tugas menyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian
tugas :

a. Me'akukan pengumpulan pengolahan, analisa dan evaluasi penyiapan serta

penyajian data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa:

Melakukan studi dan survey/identifikasi teknis dan sarana dengan institusi
terkait;

Mengkoordinir, merumuskan program/keglatan/proyek pembangunan dengan
institusi terkait; :

. Menyusun rencana dan program kerja tahuanan Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintaha Desa;

Mempersipkan bahan-bahan untuk Musrenbang, Rakornis, Rapat Regional
Musrenbangtan dan Musrenbangnas;

Melakukan langkah-langkah persiapan pelaksanaan rencana kerja/kegiatan
perencanaan;

. Mempersmkan dan mengajukan daftar usulan kegiatan serta menyelesaikan

daftar isian kegiatan BPMPD;

. Merumuskan dan menelaah pelaksanaan anggaranpembiayaan proyek

pembangunan dan kegiatan;

Menyiapkankebijakan teknis di masing-masing bidang dan institusi kepala
bidang terkait;

Melaksanakan proses revisi program bilamana perlu; :
Mengumpulkan dan mengolah data yang berkenaan dengan perencanaan
dari bidang dan bagian UPTB untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan
di unit kerja badan;

Mengindentifikasi tindakan-tindakan kolektif dalam pelaksanaan program
pembangunan sedini mungkin;

. Mendukung usaha perencanaan berikutnya;

Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen
pelaksanaan anggaran;

Menyusun dokumen program kegiatan pada anggaran pendapatan belanja
daerah murni;

Menyusun dokumen program kegiatan pada anggaran pendapatan belanja
daerah perubahan;

Mempersipkan bahan pengendalian teknis dan administrasi program, proyek
dan kegiatan serta merumuskan, mengelola, mengevaluasi serta menyusun
pelaporan;

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan
kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

Melaporkan dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam melaksanakan
tugas di lingkunagan sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;

Menilai hasil kinerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian DP-3
bawahan; dan
Melaksanakan tugas-tugas baru dan lain yang diberikan oleh sekretaris.



Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

(1) Bidang pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian dukungan
atas penyelenggaraan tugas dibidang pemberdayaan Masyarakat.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas :

a. Mengkoordinasikan dengan sekretariat atau kepala badan dan instansi lintas
sektoral untuk merumuskan kebijaksanaan teknis dalam lingkup bidang
pemberdayaan masyarakat.

b. Menyusun perumusan kebijakan daerah dan teknis dibidang pemberdayaan
masyarakat;

c. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama
pada bidang pemberdayaan masyarakat;

d. Melaksanakan peningkatan peranan lembaga masyarakat desa;

e. Membimbing dan memotifasi bawahan dalam melaksanakan tugas

f.  Melakukan koordinasi dengan sekretaris dan bidang terkait lainnya dalam
menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan
dan pelayanan masyarakat;

g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil yang telah
dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

h. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku
penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan dp3 bawahan; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan / atau
atasan. o

Paragraf Kesatu
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat

Pasal 9

(1) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat dipimpin oleh seorang Kepala
yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam lingkup pemberdayaan masyarakat.

(2) Dalam Menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat dan adat mempunyai Uraian tugas :

a. Menyusun dan menghimpun bahan rencana strategi, program kerja serta
kegiatan dilingkungan bidang Pemberdayaan Masyarakat pada BPMD;

b. Merencanakan kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat dan adat
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan
kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

c. Membimbing para bawahan dilingkungan dalam melaksanakan tugas agar
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

d. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahannya di sub bidang dengan
memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan
permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing; .

e. Memerikasa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di sub
bidangnya guna penyempurnaan lebih lanjut;
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(2)

.Menghimpun dan mempelajari .peraturan perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan sub bidang sebagai pedoman dan landasan kerja;

. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistimasikan serta mengolah

data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bidang;

Menetapkan kebijakan daerah skala kabupaten sesuai dengan sub bidang
tugasnya,;

Menetapkan pedoman, norma, estandar, prosedur dan kriteria dibidang
penguatan kelembagaan dan pengambangan partisipasi masyarakat skala
kabupaten sesuai dengan sub bidang tugasnya,;

Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya daerah
sesuai dengan sub bidang tugas;

Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya daerah;
Menginventarisasi adat istiadat dan budaya daerah yang berlaku di
Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan sub bidang tugasnya

. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat

dan lembaga adat serta budaya daerah; )
Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat, tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang

tugasnya;

Melakukan koordinasi antar sub bidang dalam bidang pemberdayaan
masyarakat;

Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal pada lingkup Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa,

Menilai kinerja bawahan dilingkungan sub bidang kelembagaan masyarakat
dan adat berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai
catatan penilaian sebagai bahan penilaian DP3 dan bahan pertimbangan
daiam penjenjangan karir;

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugasKepala Bidang; dan

Melaporkan dan bertangung jawab kepada kepala bidang dengan
melaksanakan tugas dilingkunagan kelembagaan masyarakat dan adat.

Paragraf Kedua
Sub Bidang Partisipasi dan Swadaya Masyarakat

Pasal 10

Sub Bidang Partisipasi dan Swadaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Bldang Sub
Bidang Partisipasi dan Swadaya Masyarakat. ‘ ~

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Sub Bidang Partisipasi dan Swadaya Masyarakat mempunyai uraian tugas :

a.

b.

Menghimpun dan menyusun bahan rencana strategi, program kerja serta
kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat pada BPMPD;

Merencanakan kegiatan sub bidang partisipasi dan swadaya masyarakat
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

Memberi tugas atau kegiatan kepada bawahan di sub bidang dengan
memberikan arahan baik tertulis maupun lisan sesuai permasalahan dibidang
tugasnya masing-masing;

Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkup sub bldangnya dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
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(2)

Membimbing bawahan dilingkup sub bidangnya dalam melaksanakan tugas
agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Memerikasa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan dilingkup sub
bidangnya guna penyempurnaan lebih lanjut;

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan, sub
bidangnya untuk pedoman dan landasan kerja;

. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan mengolah data

informasi yang berhubungan dengan sub bidang tugasnya;

Menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan akuntabilitas kinerja
triwulan, semester dan tahunan di lingkup sub bidang;

Menfasilitasi pengembangan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan,
pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta melestarikan
pembangunan secara partisipatif, )
Menfasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif agar mampu menyusun
rencana secara tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis dalam rangka penyusunan program kerja atau kegiatan di
lingkup sub bidang;

. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunsn

program kerja dan kegiatan pada sub bidang, serta menyipkan bahan-bahan
untuk pemecahan masalah; )
Melakukan Koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal pada lingkup BPMPD;
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja atau
kegiatan yang telah ditetapkan;

Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai
bahan penilaian DP3 bawahan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas kepala bidang; dan v
Melaporkan dan bertanggung jawab kepada kepala bidang dengan
melaksanakan tugas dilingkungan sub bidang partisipasi dan swadaya

_masyarakat.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pasal 11

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan daerah dan teknis, pemberian
dukungan atas penyelenggaraan tugas dibidang pemerintahan desa dan
kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pada ayat (1)
Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

a.

Mengkoordinasikan dengan sekretaris atau kepala badan dan instansi lintas
sektoral untuk merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup bidang
Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

Penyusunan perumusan kebijakan daerah dan teknis dibidang Pemerintahan
Desa dan Kelurahan;

Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pada bidang
pemerintahan desa dan kelurahan;

. Melakukan pembinaan terhadap administrasi dan aparatur pemerintahan desa

dan kelurahan;
Membimbing dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;



f. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai dengan hasil
yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

g. Melakukan koordinasi dengan sekretaris dan atau atasan dan bidang terkait
lainya dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi
pembangunan dan pelayanan pemerintahan desa dan kelurahan

h. Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku
penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 bawahan; dan

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan dan atau kepala
badan.

Paragraf Kesatu
Sub Bidang Bina Administrasi dan Aparatur

Pasal 12

(1) Sub Bidang Bina Administrasi dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bidang
Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam ruang lingkup dibidang tugasnya.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Sub Bidang Bina Administrasi dan Aparatur mempunyai uraian tugas :

a. Melaksanakan dan mengkordinasikan dengan satker terkait dalam
penyelesaian permasalahan di Pemerintahan desa/ kelurahan;

b. Membantu dan memfasilitasi pengangkatan/pelantikan kepala Desa dan
BPD;

c. Mengajukan rancangan produk hukum tentang pengangkatan/pengesahan
Kepala Desa dan BPD serta PAW BPD,;

d. Melakukan pembinaan kegiatan administrasi Pemerintahan pada sesuai
ketentuan yang berlaku;

e. Memproses berkas pemberhentian serta Pengangkatan Kepala Desa dan
pengukuhan BPD dan PAW BPD;

f.  Memproses berkas pengusulan Pejabat Sementara Kepala Desa dan PAW
BPD;

g. Membuat dan mengawasi pelaksanaan peraturan terhadap penyelengaraan
pemerintahan desa dan kelurahan;

h. Membina dan memonitoring serta menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala
Desa dan BPD dan atau PAW BPD;

i. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan
dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku;

j.  Melakukan pembinaan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan
kelurahan terhadap perangkat desa;

k. Memfasilitasi, pembinaan dan mendampingi dalam kegiatan peningkatan
SDM aparatur Pemerintah Desa dan BPD,;

I.  Menghimpun data dan pelaporan serta evaluasi terhadap kinerja perangkat
desa;

m. Melakukan evaluasi kewenangan Kepala Desa terhadap pemberhentian
Aparatur/Perangkat Desa berdasrakan penilaian kinerja dan ketentuan yang
berlaku;

n. Melakukan pembagian tugas kepada bawahan dan monitoring serta evaluasi
terhadap kinerja bawahan sesuai dengan aturan yang berlaku;

o. Menghimpun peraturan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat
Desa,;

p. Melaksanakan perintah atasan baik secara tertulis maupun lisan secara baik
sesuai dengan aturan yang berlaku;




Melakukan koordinasi secara horizontal maupun vertical baik satker secara
intern maupun ektern;

Menerima laporan dan memberi pertimbangan saran dan masukan terhadap
atasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;

Membuat laporan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas yang
diberikan oleh Kepala Bidang; dan

Menilai hasil kinerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian
sebagai bahan penilaian DP3 bawahan.

Paragraf Kedua
Sub Bidang Penataan Desa dan Kelurahan

Pasal 13

(1) Sub Bidang Penataan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam lingkup tugasnya.

(2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bidang Penataan Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

a.

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang —undangan, kebijakan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan Sub Bidang Bina Penataan Desa dan kelurahaan
sebagai pedoman dan landasan kerja;

Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan unutk pembuatan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Triwulan Semester dan Tahunan di Lingkup Sub Bidang
Bina Penataan Desa dan kelurahaan;

Memfasilitasi pengembangan dan penguatan kapasitas administrasi dan
aparat pemerintahan desa dan kelurahan sesuai peraturan perundangan
yang berlaku;

Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembentukan,
pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan;
Memfasilitasi penyelesaian masalah Tapal Batas antar Desa dan Kelurahaan;
Melakukan evaluasi laporan kerja bulanan aparatur perangkat desa dan BPD;
Menyusun dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program
kerrja dan kegiatan di lingkungan Sub Bidang Pentaan Desa dan Kealurahaan
serta program Kerja tahunan;

Menyusunan program kerja dan kegiatan di Lingkungan Sub Bidang Bina
Penataan Desa dan Kelurahaan serta petunjuk dan pelaksana program
Perdesaan;

Melakukan pembinaan dan memfasilitasi LKPJ, LKPD, LPPD Kepala Desa
dan RPJM Desa;

Melakukan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan
Kelurahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan Desa dan
Kelurahan;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program
penataan Desa dan Kelurahaan,;

Melakukan penghimpunan Penata usahaan data Desa dan Kelurahaan;

. Melakukan Pembinaan, memfasilitasi dan verifikasi Rancangan Peraturan

Desa dan berkoordinasi dengan intansi terkait; Melaporkan dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
dalam melaksanakan tugas di Lingkungan Sub Bidang Penataan Desa dan
Kelurahaan;

14



Melakukan pembagian tugas kepada bawahan dan monitoring terhadap
pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh bawahan; Memberikan
laporan/evaluasi kinerja lurah dalam melaksanakan penyelengaraan
kelurahan sesuai dengan aturan yang berlaku Kepada satker terkait;
Melaporkan hasil evaluasi kinerja bawahan terhadap Kepala Bidang/atasan;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang dengan melaksanakan tugas di Lingkungan Sub Bidangnya;
Menyelesaikan permasalahan terhadap aparatur desa atas pelaksanaan
tugas sesuai dengan aturan yang berlaku; dan

Menilai hasil kerja bawahan dengan mengisi buku catatan penilaian sebagai
bahan penilaian DP3 bawahan.

Bagian Kelima
Bidang Usaha Ekonomi Desa

Pasal 14

(1) Bidang Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyusunan Kebijakan Daerah dan Teknis
Pembinaan, dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang Usaha Ekonomi
Desa (UED).

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa mempunyai uraian tugas :

a.

oo

Mengkoordinasikan dengan sekretaris / atau Kepala Badan dan intansi lintas
sektoral untuk merumuskan menyusun kebijakan daerah dan teknis dalam
lingkup bidang usaha ekonomi desa;

Penyusunan perumusan kebijakan daerah dan teknis di bidang Usaha
Ekonomi Desa,;

Pemberian dukungan dan pelaksanaan tugas di bidang Usaha Ekonomi Desa;
Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Usaha
Ekonomi Desa,;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Kepala
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan

Menilai prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku
penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 bawahan.

Paragraf Kesatu
Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Pedesaan

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Pedesaan dipimpin oleh seorang
Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala
Bidang Usaha Ekonomi Desa dalam Lingkup Pemberdayaan Usaha Ekonomi
Mikro pedesaan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Pedesaan mempunyai
uraian tugas
a. Menyusun dan menghimpun bahan rencana strategi, program kerja serta

kegiatan dilingkungan bidang Usaha Ekonomi Desa;
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. Merencanakan kegiatan Subbidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

Pedesaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk

melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan:

. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan di Subbidang Pemberdayaan

Usaha Ekonomi Mikro Pedesaan dengan memberikan arahan baik secara

tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya

masing-masing;

. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbidang Pemberdayaan

Usah Mikro Ekonomi Pedesaan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan

efisiensi pelaksanaan tugas;

. Membimbing para bawahan di lingkungan Subbidang Pemberdayaan Usaha

Ekonomi Mikro pedesaan dalam melaksanakan tugas agar sesuai dengan

peraturan dan ketentuan yang berlaku;

. Memerikasa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di

lingkungan Sub bidang Pemberdayaan usaha Ekonomi Mikro Pedesaan guan

penyempurnaan lebih lanjut;

. Menilai kinerja para bawahan dilingkunagan Subbidang Pemberdayaan usaha

Ekonomi Mikro Pedesaan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatan karier:

. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan

teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serat bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan Subbidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro

Pedesaan sebagai pedoman dan landasan kerja;

Menghimpun- dan menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan

Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di lingkungan
- Subbidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Pedesaan;

j. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data

dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbidang Pemberdayaan

Usaha Ekonomi Mikro Pedesaan;

. Memfasilitasi pembentukan lembaga keuangan mikro pedesaan untuk

pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat segala

usaha mikro dan usaha kecil;

Memfasilitasi peningkatan jaringan usaha ekonomi mikro melalui kemitraan

dengan kalangan perusahaan, perbankan dan atau lembaga perkreditan;

. Memfasilitasi pembentukan, pembinaan, pengembangan dan pengelolaan

pasar desa untuk memudahkan pemasaran hasil bumi dan memperiuas

perekonomian desa;

. Memfasilitasi kemandirian masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan

melalui penguatan lumbung pangan masyarakat desa sebagai wadah

penyediaan cadangan pangan masyarakat;

. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebuakan pedoman

dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program kerja dan kegiatan

dilingkungan Subbidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro Pedesaan

(PUEMP) serta program kerja tahunan,;

. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan

program kerja dan kegiatan dilingkungan Subbidang Pemberdayaan Usaha

Ekonomi Mikro Pedesaan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka

pemecahan masalah;

. Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal pada lingkup Badan

Femberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan

kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;

. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Ekonomi

Desa baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Usaha Ekonomi Desa ;
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t.

Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi
Desa dalam melaksanakan tugas di lingkungan Subbidang Pemberdayaan
Usaha Ekonomi Mikro Pedesaan; dan

u. Menilai hasil kerja bawahan dengan membuat catatan dalam bentuk penilaian

sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 bawahan.
Paragraf Kedua
Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan
' Teknologi Tepat Guna Pedesaan

Pasal 16

(1) Sub Bidang pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Pedesaan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Usaha Ekonomi Desa dalam
lingkup pengelolaan Sumber Daya Alam dan teknologi tepat Guna Pedesaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat
Guna Pedesaan mempunyai uraian tugas :

a.

Menyusun dan menghimpun bahan rencana strategi, program kerja serta
kegiatan dilingkungan bidang Usaha Ekonomi Desa pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;

Merencanakan kegiatan Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Teknologi- Tepat Guna Pedesaan berdasarkan tahun sebelumnya sebagai
bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan;

Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di Subbidang
pengelolaan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna Pedesaan dengan
memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan
permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;

Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbidang Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna Pedesaan dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku
sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

Membimbing para bawahan di lingkunagan Subbidang Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan teknologi Tepat Guna Pedesaan dalam melaksanakan tugas
agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

Memerikasa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan
dilingkungan Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat

“Guna Pedesaan, guna penyempurnaan lebih lanjut;

Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbidang Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan tcknologi Tepat Guna Pedesaan berdasarkan ketentuan yang
berlaku untuk dip::rgunakan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan
karier;

Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis, pedomanr dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan denjan Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
teknologi Tepat C.::na Pedesaan sebagai pedoman dan landasan kerja;
Menghimpun d:: menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan Laporan
Akuntabilitas K: -.fja Triwulan, Semester dan Tahunan dilingkunagan
Subbidang Penyewlaan Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna
Pedesaan;

Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mensistimasikan, mengolah data
dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbidang Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan teknologi Tepat Guna Pedesaan;
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k. Memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan melalui
pengembangan fasilitas pemukiman perkotaan dan pedesaan:

l. Memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan
sarana skala kecil sesuai kebutuhan masyarakat agar masyarakat merasa
memiliki dan bertanggungjawab atas prasarana dan sarana yang dimiliki
desa;

m. Memasyarakatkan dan mendayagunakan teknologi tepat guna sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang
berwawasan lingkungan;

n. Menyusun dan menyipkan bahan-bahan dalam rangka menyusun kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program kerja dan
kegiatan dilingkungan Subbidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
teknologi- Tepat Guna Pedesaan serta program kerja tahunan;

0. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan
program kerja dan kegiatan dilingkungan Subbidang Pengelolaan Sumber
Daya Alam dan teknologi Tepat Guna Pedesaan serta menyiapkan bahan-
bahan dalam rangka pemecahan masalah;

p. Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal pada lingkup Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa:

g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan
kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku;

r. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang !Jsaha Ekonomi
Desa baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasi.. - dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi Desa:;

s. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bida:* _:konomi Desa
Dalam melaksanakan tugas dilingkungan Subbidang P+ .Jolaan Sumber
Daya Alam dan teknologi Tepat Guna Pciuiaan der

t. Menilai hasil kerja bawahan dengan membuat catatan dalar: buku penilaian
sebafgai bahan pe- iangan dalam pembuatan DP™ . at in.

.3gian Keenam

Wi wgsngan dan Aset Desa
Bidar, K. :angan dan Asct Do 4. wun oleh seorang Kep: 1a yang mempunyai
i oke melaksanat o an kebijakan teknis, 1 2mberian dukungan
atas prayelcs v tugan tiheeiag Keuangan dan aset de. a.

Dalam m ayelciggasukan tugas pokek sebagaimai .- dimat.sud pada ayat (1)

Kepala B +ang Keuangan dan Ase* © :a mempuny:.: - santu as:

a. meng »ordinasikan sekretans siau Kepala 5.an inlar ¢ fintas sektoral
untuk erumuskan kebiial oy teknis dalam ru.:: g tingkat bic  jnya.

b. Fuiyi unan peruni....: ~EulaRdn teknis per.. wsahaan K iangan di Bidang
Kauar an:

c Pemb. dan dukungan admitiot oL Lohan pelaksar. .n  Lgas di Bidang
aodan an Namg o, < ondemping Kelutooan;

d. Pembi: yan dan pengkoordinasi peiaksanaan tugas di bidar : usaha ekonomi
aesa, v

e. Meinbii , mengarahkan memb:iian evaluasi kinerja bave  an;

f. Pelaksz 2an "ijus wnin yuiy waoikan oleh atasan o ¢ au kepada badan
melapui«ar. -:laksanaan tugas kepada aiasan sesual dengan hasil yang
dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan

g. Menifai hasil kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian
sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 bawahan;
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. Paragraf Kesatu
S,:ub Bidang Bina Tata Usaha Keuangan Desa

Pasal 18

(1) Sub Bidang :Bina Tata Usaha Keuangan Desa dipimpin oleh seorang Kepala
yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang
Keuangan dan Aset Desa dalam lingkup Bina Tata Usaha Keuangan Desa;

(2) Dalam meny_elenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada aya‘t ™)
Kepala Sub Bidang Bina Tata Usaha Keuangan Desa mempunyai uraian tugas :

a.

b.

Menyusun -dan menghimpun bahan rencana strategi, program kerja serta
kegiatan-dilingkungan Sub Bidang keuangan;

Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengelolaan Alokasi dana Desa dan
dana bantuan Pendamping Kelurahan berdasarkan kegiatan tahun
sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
pertauran yang ditetapkan;
Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan dilingkungan
Bidang Bina Tata Usaha dan Keuangan Desa guna penyempurnaan lebih
lanjut;

Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Triwulan, Semester dan Tahunan di Lingkungan
Subbidang Bina keuangan Tata Usaha Keuangan Desa;

Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistimasikan, mengolah data
dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Bina Tata Usaha
keuangan Desa dan Dana Bantuan pendamping Kelurahan; ‘
Menfasilitasi penyelenggaraan tertib administrasi, pengelolaan keuangan dan
kelayakan desa yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku;

Menfasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan
desa dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan desa sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku;
Menfasilitasi dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan désa
dan laporan keterangan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa
oleh Kepala Desa;

Menyusun dan  menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan

kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penyusunsn program

kerja dan kegiatan dilingkungan Subbidang Bina Tata Usaha keuangan Desa
serta program kerja tahunan;

Mengiventarisasi permasalhan .yang berhubungan dengan penyususnan
program kerja dan kegiatan di Lingkungan Sub Bidang Bina Tata Usaha
Keuangan Desa serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah
dan mengkoordinasikan ke Sub Bidang terkait;

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan

kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
“undangan yang berlaku;

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan dan Aset
Desa baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Keuangan;
Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keuangan dan
Aset Desa dalam melaksanakan tugas dilingkungan Sub Bidang Bina Tata
Usaha keuangan Desa dan dana Bantuan Pendamping Kelurahan;

Membina dan memberdayakan Aparatur Desa dalam Penatausahaan

Keuangan Desa dan dana Bantuan Pendamping Kelurahan;
Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa dalam
Penataanusahaan Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan;
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p. Mengusulkan alokasi Dana Desa dan Bantuan Pendamping Kelurahan
kepada Kepala Bidang;

q. Memfasilitasi dan membina, penyusunan, perencanaan, memverifikasi
APBDes bagi Aparatur Desa;

r. Membina dan Memverifikasi Laporan Pengelolaan Keuangan Desa dan BOP
(Biaya Operasional BPD) dan Peraturan Desa tentang APBDes

s. Mencari, mengumpulkan dan menghimpun data kemajuan desa dalam
mengelola Keuangan Desa;

t. Mmelakukan Koordinasi dengan cara vertikal dan horizontal baik intern
maupuan extern satker terkait;

u. Melaksna perintah atasan secara baik dan benar serta memberika laporan
secara tertulis dan lisan dalam pelaksanakan perintah;

v. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugasnya
kepada kepala Bidang;

w. Mengarahkan dan membina peningkatan PADes;

X. Merekomendasikan pengajuan pencairan ADD yang diajukan oleh Kepala
Desa dan Dana Batuan Pendamping Kelurahan oleh Lurah;

y. Membimbing para bawahan di lingkup seksinya agar melaksanakan tugas
sesuai dengan Peraturan Desa yang berlaku,

z. Memberi tugas/kegiatan serta arahan yang benar sesuai dengan atauran
yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan;

aa. Mengoreksi atau memerikasa serta mengontrol hasil kerja bawahannya;

ab. Melakukan penilaian secara lisan ataupun tulisan terhadap pelaksanaan kerja
yang telah dibagikan terhadap bawahannya;

ac. Menghimpun dan mempelajari peraturan atau Undang-Undang mengenai
kebijakan teknis/petunjuk teknis, pedoaman lainnya yang berkaitan dengan
Sub Bidang Bina Tata Usaha Keuangan Desa dan Dana Pendamping
Keuangan Kelurahan;

ad. Membuat petunjuk teknis penggunaan Alokasi Dana Desa/Keuangan
‘Desa/Bantuan Keuangan Desa/bantuan Keuangan Kelurahan;

ae. Memberikan evaluasi laporan terhadap realisasi dan serapan terhadap

‘ Alokasi Dana Desa dan dana Bantuan Pendamping Kelurahan;

af. Mengumpulkan, mengolah dan mempersiapakan bahan/data untuk
penyempurnaan dan penyusunan kebijakan ketentuan standar-standar
perencanaan pengadaan, pengelolaan prasarana fisik, pengendalian
penetapan pengutipan dan pengelolaan sumber keuangan desa dan dana
bantuan Pendamping Kelurahan;

ag. Mengumpulkan, mengolah, dan mempersiapkan bahan data tentang
penataan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan serta pelaksanaan atas
ketentuan standarisasi sesuai dengan ketentuan dan estandar yang telah
ditetapkan; dan

ah. Menilai hasil kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian
sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 bawahan;

Paragraf Kedua
-Sub Bidang Bina Penataan Aset Desa

Pasal 19

(1) Sub Bidang Bina Pendataan Aset Desa dipimpin oleh seorang Kepala yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala
Bidang Keuangan dan Aset Desa dalam lingkup Bina Pendataan Aset Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Sub Bidang Bina Penataan Aset Desa mempunyai uraian tugas :
a. Melakukan pendataan seluruh aset kekayaan desa baik benda bergerak
maupun tidak bergerak dan lainnya;
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b. Membuat petunjuk pelaksanaan ketatausahaan administrasi aset desa,

c. Membuat atuaran dan atau pedoman tentang Ketatausahaan pengelolaan
aset desa;

d. Melakukan pembinaan dan pengarahan bagi aparatur desa dalam
pengelolaan aset dan administrasi aset desa; )

e. Melakukan perencanaan dan pembinaan petunjuk teknis tentang
pengoptimalisasi dan penambahan serta penghapusan aset desa;

f. Melakukan koordinasi dengan satker lain dalam upaya pengamanan dan atau
optimalisasi aset desa;

g. Mempelajari dan menghimpun peraturan dan perundangan yang berkaitan
dengan pengelolaan Aset Desa serta memberi masukan saran dan
pertimbangan kepada Kepala Bidang; L

h. Membina, mengarahkan, membagi tugas dan memerikasa hasil kerja
bawahan serta mengevaluasi kinerja bawahan serta melaporkan kepada
Kepala Bidang;

i. Melaporkan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang dalam
melaksanakan tugas yang diberikan/diarahkan oleh atasan;

j. Melakukan penilaian dan optimalisasi terhadap aset desa;

k. Membantu penyelesaian masalah pengelolaan aset akibat dari desa yang di
mekarkan; dan » .

I. Membantu dan memfasilitasi pemetaan batas desa yang akan dimekarkan;

m. Menilai hasil kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian
sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan DP3 bawahan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 20

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing
maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan
apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab mengkoordinasikan
bawahan dalam lingkungan unit kerja masing-masing.

(2) Pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
memberikan bimbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Bimbingan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan secara berkala dan tepat
waktu.

(4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada
pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. :
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BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 28 November 2011

BUPATI ROKAN HULU,

e

H ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 29 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,

IWDAMRI
Pembina Utama Muda
NIP 1958 0413 199003 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2011 NOMOR: 54
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